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BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI KEPALAKEPALAKEPALAKEPALA DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH TINGKATTINGKATTINGKATTINGKAT IIIIIIII MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18
tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan perlu
disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana
dimaksud huruf a perlu mengatur kembali Pajak
Penerangan Jalan yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di
Sumatra Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3037);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3684);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagian
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Spil di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan
Perubahan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;

10.Keputusan Mentari Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::

Menetapkan : PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH TINGKATTINGKATTINGKATTINGKAT IIIIIIII
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BABBABBABBAB IIII
KETENTUANKETENTUANKETENTUANKETENTUAN UMUMUMUMUMUMUMUM

PasalPasalPasalPasal 1111

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi

Rawas;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas;

4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Musi Rawas;

5. Pajak Pengembalian dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang

selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas pengambilan

dan pengolahan bahan galian golongan c ;



6. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan c

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku ;

7. Ekploitasi bahan galian golongan c adalah pengembalian bahan galian

golongan c dari sumber alam dan atas dipermukaan bumi untuk

dimanfaatkan ;

8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD

adalah Surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan

Perhitungan dan Pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan

Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;

9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD,

adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan

Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau

ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

10.Surat Keterangan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak Yang

terutang ;

11.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat

SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pajak

yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran

pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus

dibayar;

12.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang

selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang

menentukan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;

13.Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, selanjutnya disingkat

SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi karena jumlah kridit retribusi lebih besar dari pada

retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

14.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,

adalah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah Pajak yang terutang



sama besarnya dengan Kredit Pajak, atau Pajak tidak terutang dan tidak

ada Kredit Pajak;

15.Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD adalah surat

untuk melakukan tagihan Pajak dan atau I administrasi berupa bunga

dan atau denda;

BABBABBABBAB IIIIIIII

NAMA,NAMA,NAMA,NAMA, OBJEKOBJEKOBJEKOBJEK DANDANDANDAN SUBJEKSUBJEKSUBJEKSUBJEK PAJAKPAJAKPAJAKPAJAK

PasalPasalPasalPasal 2222

(1) Dengan nama Pajak Pengembalaian dan Pengolahan Bahan Galian
Golongan C dipungut Pajak atas kegiatan ekspoitasi bahan galian golongan
C ;

(2) Obyek Pajak adalah kegiatan ekspoitasi bahan galian golongan C ;

(3) Bahan Galian Golongan C sebagiamana dimaksud pada ayat (2) meliputi ;
a. Asbes

b. Batu Tulis

c. Batu setengah Permata

d. Batu Kapur

e. Batu Apung

f. Batu Permata

g. Bentonit

h. Dolomit

i. Feldspart

j. Garam Batu (Halite)

k. Grafit

l. Granit

m. Gips

n. Kalsit

o. Koalin

p. Leusit



q. Magnesit

r. Mika

s. Marmer

t. Nitrat

u. Opsidien

v. Oker

w. Pasir dan Kerikil

x. Pasi Kuarsa

y. Perlit

z. Phospat

aa.Talk

ab.Tanah Serap

ac. Tanah Diotome

ad.Tanah Liat

ae.Tawas (Alum)

af. Tras

ag.Yarosit

ah.Zeolit

PasalPasalPasalPasal 3333

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau bahan yang menyelenggarakan
eksploitasi bahan galian C.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi yang menyelenggarakan eksploitasi bahan
galian golongan C.

BABBABBABBAB IIIIIIIIIIII

DASARDASARDASARDASAR PENGENAANPENGENAANPENGENAANPENGENAAN TARIFTARIFTARIFTARIF PAJAKPAJAKPAJAKPAJAK

PasalPasalPasalPasal 4444



(1) Dasar Pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian
golongan C.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hitung / tonase hasil
eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan
golongan C.

(3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing Jenis
Bahan galian golongan C ditetapkan secara periodic oleh Kepala Daerah
sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat.

(4) Harga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi
yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C.

PasalPasalPasalPasal 5555

Besarnya tariff pajak ditetapkan sebesar 20 % ( dua puluh persen)

BABBABBABBAB IVIVIVIV
WILAYAHWILAYAHWILAYAHWILAYAH PEMUNGUTANPEMUNGUTANPEMUNGUTANPEMUNGUTAN DANDANDANDAN TATATATATATATATA CARACARACARACARA

PENGITUNGANPENGITUNGANPENGITUNGANPENGITUNGAN PAJAKPAJAKPAJAKPAJAK

PasalPasalPasalPasal 6666

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah

(2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4.

BABBABBABBAB VVVV

MASAMASAMASAMASA PAJAK,PAJAK,PAJAK,PAJAK, SAATSAATSAATSAAT PAJAKPAJAKPAJAKPAJAK TERUTANGTERUTANGTERUTANGTERUTANG DANDANDANDAN SURATSURATSURATSURAT
PEMBERITAHUANPEMBERITAHUANPEMBERITAHUANPEMBERITAHUAN PAJAKPAJAKPAJAKPAJAK DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH

PasalPasalPasalPasal 7777

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan
galian golongan C dilakukan.



Pasal 9

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harga diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta di tandatangani oleh wajib Pajak atau kuaswanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Kepal
Daerah selamat-lamatnya 15 (lima belas) hari setelah berahirnya masa pajak ;

(4) Bentuk, Isi dan Tatacara pengisian SPTPD ditetapkan Kepala Daerah.

BABBABBABBAB VIVIVIVI

TATATATATATATATA CARACARACARACARA PENGHITUNGANPENGHITUNGANPENGHITUNGANPENGHITUNGAN DANDANDANDAN PENETAPANPENETAPANPENETAPANPENETAPAN PAJAKPAJAKPAJAKPAJAK

PasalPasalPasalPasal 10101010

(1) Berdasarkan SPTPD sebagiamana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1),
Kepala Daerah menetapkan Pajak tentang dengan menerbitkan SKPD;

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD
diterima,dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

PasalPasalPasalPasal 11111111

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam
pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung memperhitungkan, dan
menetapkan pajak sendiri yang terutang;

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Kepala
Daerah dapat menerbitkan :

a. SKPDKB;
b. SKPDBT;
c. SKPDN;

(3)SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbitkan :
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang

terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak terutangnya pajak;



b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan
dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi adminitrasi berupa
bunga 2% (dua persen) sebualn dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutang pajak;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi adminitrasi berupa
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah
sanksi adminitrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila
ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenaikan
sanksi adminitrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah kekurang pajak tersebut;

(5) SKPDN sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila pajak
yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak;

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak
sepenuhnya bayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan
menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi adminitrasi berupa bunga 2%
(dua persen) sebulan.

(7) Penambahan Jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4)
tidak dikenakan pad Wajib Pajak apabila melaporkan sendiri sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan.

BABBABBABBAB VIIVIIVIIVII

TATACARATATACARATATACARATATACARA PEMBAYARANPEMBAYARANPEMBAYARANPEMBAYARAN

PasalPasalPasalPasal 12121212

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Dearah atau tempat lain yang ditinjuk
oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD,
SKPDKBT dan STPD;

(2) Apabila pembayaran pajak ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan
pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau
dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;



(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan menggunakan SSPD.

PasalPasalPasalPasal 13131313

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;

(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi
persyaratan yang tentukan;

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang di bayar;

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang
belum atau kurang dibayar;

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menuda pembayaran serta
tatacara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

PasalPasalPasalPasal 14141414

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan
tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BABBABBABBAB VIIIVIIIVIIIVIII

TATACARATATACARATATACARATATACARA PENAGIHANPENAGIHANPENAGIHANPENAGIHAN PAJAKPAJAKPAJAKPAJAK

PasalPasalPasalPasal 15151515

(1) Surat Teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, sebagai awal tindak
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari
setelah jatuh tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat
Peringatan/Surat lain yang sejenisnya, Wajib Retribusi harus melunasi
retribusinya yang terutang;



(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat
yang ditunjuk.

PasalPasalPasalPasal 16161616

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan
Surat Paksa;

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setalah lewat 21 (dua puluh satu)
hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis.

PasalPasalPasalPasal 17171717

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam
sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan.

PasalPasalPasalPasal 18181818

Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang
pajaknya setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Pelaksanaan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan
tanggal pelelangan pada Kantor Lelang Negara.

PasalPasalPasalPasal 19191919

Setelah Kantor Lelang menetapkan hati, tanggal, jam dan pelaksanaan Lelang
Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

PasalPasalPasalPasal 20202020

Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan
Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BABBABBABBAB IXIXIXIX
PENGURANGAN,PENGURANGAN,PENGURANGAN,PENGURANGAN, PERINGANANPERINGANANPERINGANANPERINGANAN DANDANDANDAN PEMBEBASANPEMBEBASANPEMBEBASANPEMBEBASAN PAJAKPAJAKPAJAKPAJAK

PasalPasalPasalPasal 21212121



(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;

(2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BABBABBABBAB XXXX

TATATATATATATATA CARACARACARACARA PEMBETULAN,PEMBETULAN,PEMBETULAN,PEMBETULAN, PEMBATALAN,PEMBATALAN,PEMBATALAN,PEMBATALAN, PENGURANGAN,PENGURANGAN,PENGURANGAN,PENGURANGAN,
KETETAPAN,KETETAPAN,KETETAPAN,KETETAPAN, DANDANDANDAN PENGHABUSANPENGHABUSANPENGHABUSANPENGHABUSAN ATAUATAUATAUATAU PENGURANGANPENGURANGANPENGURANGANPENGURANGAN

SANKSISANKSISANKSISANKSI ADMINITRASIADMINITRASIADMINITRASIADMINITRASI

PasalPasalPasalPasal 22222222

(1) Kepala Daerah karena Jabatan atau permohonan Wajib Pajak dapat :
a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang

dalam penerbitaanya terdapat kesalah tulis, kesalahan hitung, dan atau
kekeliruan dalam penetapkan peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminitari berupa bunga,

denda, dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karenakesalahnya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan
penghapusan atau pengurungan sanksi adminitrasi atas SKPD, SKPDKB<
SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis oleh wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau
Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD,
SKPDKB, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;

(3) Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus
memberikan keputusan;

(4) Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga)
Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan,
pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan
sanksi adminitrasi dianggap dikabulkan.

BABBABBABBAB XIXIXIXI
KEBERATANKEBERATANKEBERATANKEBERATAN DANDANDANDAN BANDUNGBANDUNGBANDUNGBANDUNG

PasalPasalPasalPasal 23232323



(1) Wajib Pajak dapat menjajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau
Pejabat atas suatu :
a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB
e. SKPDN;

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN
diterima oleh Wajib Pajak atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya;

(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan;

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan
permohonan keberatan dianggapdikabulkan;

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak.
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(1) Wajib Pajak pada mengajukan banding kepala Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya
keputusan keberatan;

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak.
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Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau
Banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagaian atau
seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan.

BABBABBABBAB XIIXIIXIIXII



PENGEMBBALIANPENGEMBBALIANPENGEMBBALIANPENGEMBBALIAN KELEBIHANKELEBIHANKELEBIHANKELEBIHAN PEMBAYARANPEMBAYARANPEMBAYARANPEMBAYARAN PAJAKPAJAKPAJAKPAJAK
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(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pegembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dan
menyebutkan sekurang-kurangnya :
a.Nama dan alamat Wajib Pajak
b. Masa Pajak
c. Besarny kelebihan Pembayaran Pajak
d. Alasan yang jelas

(2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui oleh
Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, dengan menebitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan pajak (SKMKP);

(6) Apabila pengembalian kelebihan pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
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Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan
cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti.

BABBABBABBAB XIIIXIIIXIIIXIII

KEDALUWARSAKEDALUWARSAKEDALUWARSAKEDALUWARSA
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(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi Daerah kedaluwarsa setelah
melampaui jjangka waktu 5 (lima) tahun terutang sejak saat terutangnya
retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun

tidak langsung.
(3) Kedaluwarsa penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun

tidak langsung.

BABBABBABBAB XIVXIVXIVXIV

KETENTUANKETENTUANKETENTUANKETENTUAN PIDANAPIDANAPIDANAPIDANA
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(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan
atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melam[irkan keterangan yang
tidak benar sehingga merugikan Keuang Daerah dapat dipidana dengan
pidana paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (emapt)
kali jumlah pajak yang terutang.
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Tidak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau
berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya
Tahun Pajak.

BABBABBABBAB XVXVXVXV

PENYIDIKANPENYIDIKANPENYIDIKANPENYIDIKAN
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(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menuiliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pribadi
atau badan tentang keberatan perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan dan retribusi daerah.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan
retribusi daerah

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan
retribusi daerah.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap barang bukti tersebut.

f. Menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
huruf e.

h. Memotret seseorang untuk berkaitan dengan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah dan retribusi daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyidikan.
k. Melakukan tindak lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi daerah menurut hukum
yang dapat dipertanggung jawaban.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikannyakepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BABBABBABBAB XVIXVIXVIXVI

KETENTUANKETENTUANKETENTUANKETENTUAN PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP
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Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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Palaksanaan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada tanggal: 02 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPTI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KABUPATEN DATI II MUSI RAWAS

MUSI RAWAS
KETUA

dto dto

ABDUL MANAP, S. Sos H. RADJAB SEMENDAWAI, SH
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